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DASAR HUKUM NAMA SOP

1.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan    
        (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
        Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

     2.       Mampu Melakukan Administrasi Surat

2.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
        Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

3.       Mampu Mengoperasikan Komputer

       

KETERKAITAN

DISAHKAN OLEH

Standar Operasional Prosedur  Permintaan Data

1.      Memahami Tupoksi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.       Tupoksi 
1      Pc/Laptop
2      Toad dan Oracle
2       ATK



PERINGATAN
Permintaan Data Hanya Mengeluarkan Data Agregat, NIK dan Nama Permohonan Surat Permintaan Data

PENCATATAN DAN PENDATAAN



PEMOHON KABID KASI SEKRETARIS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

 

Data

4
Hasil dari Pengolahan Data Kependudukan diteliti 
dan diparaf oleh Kepala Bidang dan Sekretaris

Data 15 Menit
Paraf Kasi dan Paraf 

Kabid

5
Penandatangan hasil pengolahan data oleh Kepala 
Dinas untuk selanjutnya dikirim kepada Instansi 
yang meminta data

Data 20 Menit

Disposisi  sesuai 
perintah Kepala Dinas

3
Mengolah Data Kependudukan sesuai dengan Surat 
Permintaan Data yang diperintahkan Kepala Bidang

Disposisi 1  Hari Admin Database

2
Memerintahkan Kasi Pengolahan dan Penyajian 
Data sesuai disposisi Kadis untuk menyiapkan Data 
Kependudukan yang diminta

Disposisi 20 menit

SOP PERMINTAAN DATA

NO. AKTIFITAS MUTU BUKU KET

Dicatat dibuku 
agenda surat masuk 

seusai 
disposisi Kepala Dinas

1
Menerima Surat Masuk yang diserahkan oleh 
Pemohon kepada Bagian Umum dan Kepegawaian 
untuk ditindak lanjuti sesuai disposisi

PELAKSANAAN

Surat Masuk 30 Menit

 


	DASAR HUKUM
	SOP PERMINTAAN DATA

